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ABSTRAK

Raditya Gema Justicia, S241008019. 2012. Kebijakan Minus Growth Of
Personnel di Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi (Studi Tentang Implementasi
Kebijakan Pelarangan Pengangkatan Tenaga Honorer dan Kontrak Baru). Thesis.
Pembimbing I: Dr. Drajat Tri Kartono, M.Si, Pembimbing Il: AW Erlin Mulyadi,
S.Sos M.PA. Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana
Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Formasi sumberdaya aparatur pemerintah dilakukan dengan zero dan
atau minus growth of personnel sehingga job recruitment berdasar job analysis.
Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi menyikapi ketentuan ini melalui kebijakan
pemerintah daerah tentang pelarangan pengangkatan tenaga honorer dan kontrak
yaitu Keputusan Bupati nomor 188/1703/415.021/2001 yang kemudian ditegaskan
dengan Keputusan Bupatl nomor 188/22/415 021/2003 dan dltegaskan kemball

Penelltl dllakﬁ@;‘i 'ehg kan mﬁ@
pendekatan deskﬁptlf Data diperoleh dafi hasil wawar k

dan kepustakaah yat@ﬁemudlaﬁ’a dldlsT{flpmkan sécara cualitatif. Penentuan
mforman .;s' seﬁa"ra purpes |f ya litu ﬁ‘aemlllh |%rman yang dianggap tahu

fa dilakukan dengan
, dan verifikasi atau

secara rutln hanya dllakukan S&Hf ali yaitu etlap kebuakan tersebut ditetapkan.
Dalam implementasinya pelaksanaan, kepatuhan pada kebijakan tersebut terjadi
pada periode tahun 2001-2004 yang menunjukkan adanya penurunan jumlah
pegawai. Pada tahun 2005-2011 ditemukan banyak satuan kerja yang kurang
mengindahkan kebijakan tersebut dengan tetap mengangkat tenaga kontrak baru
sehingga terjadi kenaikan jumlah pegawai. Tahapan monitoring pernah dilakukan,
tetapi hanya berjalan beberapa kali dan setelah itu tidak dilakukan lagi. Faktor
yang berpengarruh terhadap implementasi kebijakan ialah faktor komunikasi dan
sikap pelaksana. Komunikasi dalam kebijakan ini hanya dilakukan melalui
sosialisasi pada saat kebijakan tersebut diundangkan. Dalam sikap pelaksana
diketahui bahwa pelaksana kebijakan banyak yang mengabaikan kebijakan
tersebut. Implikasi dari implementasi kebijakan ini dapat diketahui bahwa minus
growth of personnel yang menjadi tujuan dari kebijakan pelarangan pengangkatan
tenaga honorer dan kontrak baru di pemerintah daerah Kabupaten Ngawi hanya
tercapai pada periode tahun 2001-2004 dan semakin jauh dari target capaian untuk
periode tahun 2005-2011.

Kata kunci: Kebijakan pelarangan pengangkatan tenaga honorer dan kontrak,
Implementasi kebijakan, dampak implementasi kebijakan
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ABSTRACT

Raditya Gema Justicia S241008019 2012. The Policy of Minus Growth of
Personnel at the Local Government of Ngawi (A Study on the
Implementation of the Policy of Prohibition of Appointment of New
Honorary and Contract Workers. Thesis: Principal Advisor: Dr. Drajat Tri
Kartono, M.Si. Co-Advisor: AW. Erlin S.Sos., M.PA. The Graduate Program in
Public Administration, Sebelas Maret University, Surakarta.

The governmental apparatus resource formation is regulated with zero
system or minus growth of personnel, and therefore the job recruitment must be
based on job analysis. The Local Government of Ngawi regency responds this
provision with a policy which is stated in a Decree of Regent of Ngawi regency
Number: 188/1703/415.021/2001 regarding Prohibition of Appointment of New
Honorary and Contract Workers, which is reaffirmed with Decree of Regent of
Ngawi regency Number: 188/22/415.021/2003 and that of Regent of Ngawi
/2004 T eobJectrves of this research are to

This reseg approach. The data
of the research _;; Jf ( Liew, cument tracing, and

ed by l@g the interactive model of
‘data |splay@ verrf ation or conclusion

Government of Ngawi ri
three phases, namely: , n, Ampl
socialization was not done routlnely but once time as soon as each pollcy was
enacted. In its implementation, the obedience to the policy took place in the
period of 2001 — 2004 as indicated by the decreased number of workers.
However, in the period of 2005 — 2011, it is found that many work units poorly
heeded the policy; they did appoint new honorary and contract workers. As a
result, there was an increase in the number of workers. The monitoring was ever
conducted, but it went on for several times only. The factors influencing the
implementation of the policy are communication and attitudes of its executants.
The former was only done through socialization when the policy was enacted. In
the latter, many of the implementers of the policy ignored them. The implication
of the implementation of the policy indicates that the minus growth of personnel
which is the principal objective of the policy of prohibition of appointment of new
honorary and contract workers at the Local Government of Ngawi regency was
only reached in the period of 2001 — 2004, but it became far from the grasp in the
period of 2005 — 2011.

Keywords: Policy of prohibition of appointment of new honorary and contract
workers, the implementation of the policy, the effect of the
implementation of the policy.
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